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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN
2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI POSYANDU DI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DEL| SERDANG

VENNI MALINDA
1403100184

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2007 adalah saah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang
dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka
kematian ibu dan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan
Kelompok Kerja Operasiona daam rangka Pelaksanaan Fungss Posyandu di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Adapun permasalahan dalam
penelitian ini adalah lemahnya fungsi Posyandu seperti menurunnya kualitas kemampuan kader
posyandu, menurunnya pengelolaan dalam pelayanan posyandu, menurunnya kemitraan dan
pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan posyandu dan melemahnya fungs
pendampingan kualitas pembinaan posyandu.

Daam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan andlisis kualitatif yaitu
prosedur pemecahan masalah yang disdidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan
objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yang dimana 3 (tiga) orang
diantaranya Pegawa Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang dan 2 (dua) orang dari masyarakat.

Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasiona belum terimplementasikan dengan
baik dan menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakannya
diketahui bahwa Kelompok Kerja Operasional (Pokjana Posyandu) masih sebatas SK, belum
pernah bergerak atau bekerja secara kesatuan sebagai Kelompok Kerja Operasional dalam proses
pembinaan Posyandu. Dan masih ditemukan sifat ego sektora dari tiap-tigp SKPD yang ada di
Kabupaten Deli Serdang yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja
Operasiona di Kabupaten Deli Serdang, serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang
disediakan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
dalam pelaksanaan fungsi Posyandu.
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Maha Suci Allah SWT yang menganugerahkan setigp orang yang menjaani hidup di dunia
ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang
dengan potens beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat
Allah SWT karena atas karunia, hidayah, dan anugerah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan
perkulishan di Fakultas llmu Sosid dan llmu Politik Jurusan I[Imu Administras Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya
skripsi ini dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007
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Fungsi Posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
Shalawat beriring sadlam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang
telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa

pentingnyailmu bagi kehidupan di duniadan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, ha ini disebabkan karena terbatasnya
waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati
dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang

nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Daam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari bebergpa pihak,
baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucgpan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada:



Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya
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bisa menggapa cita hari ini yang telah saya dapati serta apa yang telah saya impikan dan yang
telah saya tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan do’a. Mereka telah
menghantarkan saya kehari depan walaupun esok masih menjadi tanda tanya. Venni Malinda
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007, Pos
Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut (Posyandu) adalah salah satu bentuk
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan
dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat
penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk mempercepat penurunan angka
tersebut, diperlukan peran serta masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan
posyandu karena posyandu adalah milik masyarakat, dilaksanakan oleh
masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Posyandu memiliki
fungsi antara lain: a) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih
informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama
masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian 1bu (AKI),
dan Angka Kematian Bayi (AKB), dan b) sebagai wadah untuk mendekatkan
pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka

Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat
UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar

kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan



bimbingan dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas sektor dan lembaga
terkait lainnya. Untuk dapat meningkatkan dergjat kesehatan masyarakat, banyak
hal yang perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dipandang mempunyai
peranan yang cukup penting ialah menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
Adapun pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara
sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau pun

masyarakat.

Upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat diperlukan
adanya lembaga atau organisasi atau kelompok yang mempeloporinya. Lembaga
kesehatan merupakan hal penting dalam suatu kelompok masyarakat yang
memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
Contoh lembaga/organisasi atau kelompok tersebut seperti Lembaga Kesehatan
Masyarakat Indonesia (LAKSMI), Ikatan Dokter Indonesia (1DI), dan sebagainya.
Salah satu contoh lembaga kesehatan di tingkat desa adalah posyandu yang
berfungsi membantu puskesmas (lembaga kesehatan tingkat kecamatan) dalam
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di lingkup desa atau
kelurahan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk
Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan
diselenggarakan dari, oleh, wuntuk dan bersama masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan



kesehatan dasar (Depkes RI, 2011). Posyandu erat sekali kaitannya dengan peran
serta aktif masyarakat. Pentingnya keberadaan posyandu di tengah-tengah
masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan
angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, masyarakat dapat berperan sebagai
pelaksana sekaligus pihak yang memperoleh pelayanan kesehatan serta Keluarga

Berencana.

Namun Posyandu semakin lama semakin ditinggalkan oleh masyarakat,
dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat memeriksakan kesehatan balitanya ke
Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) mulai berkurang, hal ini
disebabkan lemahnya fungsi Posyandu seperti: @ menurunnya kualitas
kemampuan dan keterampilan kader Posyandu, b) menurunnya pengelolaan dalam
pelayanan Posyandu, c¢) minimnya kelengkapan sarana, alat, dan obat di
Posyandu, d) menurunnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk
kesinambungan kegiatan Posyandu, €) melemahnya fungsi pendampingan dan
kualitas pembinaan Posyandu. Selain itu, minimnya kepercayaan para orang tua
terhadap kinerja kader posyandu juga berkorelasi positif terhadap jumlah
kunjungan balita ke posyandu (Kompasiana, 27 Mei 2014). Kemudian
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri nomor 54 tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi,

pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan



kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Pokjanal Posyandu merupakan
kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam
pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat,
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sementara yang berkedudukan di

Desa/K elurahan disebut Pokja Posyandu.

Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosiadl Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu yang
menggabungkan dan memperluas jenis layanan sosial dasar masyarakat ke dalam
Posyandu seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita
(BKB), Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), kesehatan usia lanjut, dan
pengembangan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan setempat, maka
semakin perlulah dilakukan penguatan dan usaha yang sungguh-sungguh serta
sistematik untuk meningkatkan peran dan fungsi Posyandu. Ini merupakan tugas
dari Pokjanal Posyandu, keberadaan dan kinerja Pokjanal Posyandu semakin

dibutuhkan dan diperlukan lagi.

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri pun kemudian mengeluarkan
surat edaran No. 411.42/326/SJ tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran
Posyandu pada tanggal 25 Januari 2013 yang salah satu isinya menyatakan
permintaan pembentukan (bagi daerah yang belum memiliki) dan pengaktifan
(kembali) Pokjanal Posyandu di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan
surat edaran tersebut, penulis menemukan bahwa sejak tahun 2005 Kabupaten
Deli Serdang telah memiliki atau membentuk Lembaga Pembina Posyandu (L PP)

sebagai bentuk terdahulu dari Pokjanal Posyandu sebelum Permendagri nomor 54



tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Surat Edaran
tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi posyandu seperti, a) sebagai
wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari
petugas kepada masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka
kematian ibu, dan angka kematian bayi, dan b) sebagai wadah untuk mendekatkan
pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian

ibu, dan angka kematian bayi.

Posyandu dipandang sangat bermanfaat sebagai salah satu sistem
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka peningkatan kualitas
sumber daya manusia dini berbasis masyarakat, namun keberadaannya di
masyarakat kurang berjalan dengan baik. Kurangnya pelaksanaan fungsi
Posyandu sehingga kinerjanya menjadi rendah, antara lain disebabkan karena
rendahnya kemampuan kader dan pembinaan dari unsur Pemerintah Desa dan
dinag/instansi/lembaga terkait, yang kemudian mengakibatkan rendahnya minat
masyarakat untuk menggunakan Posyandu. Di Kabupaten Deli Serdang sendiri,
untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu-posyandu tersebut, maka
diperlukan adanya tindakan pembinaan. Namun pembinaan tersebut tidak hanya
berkisar pada sektor kesehatannya saja, melainkan dari berbagai lintas sektor dan
lintas program terkait kegiatan posyandu agar terjamin kelestariannya
(sustainability). Lembaga lintas sektoral yang terkait dalam kegiatan pembinaan
ini disebut dengan Pokjanal (Kelompok Kerja Operasional) Pembinaan Posyandu
yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Maka

dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pedoman



pembentukan kelompok kerja operasional pembinaan posyandu dalam rangka
pelaksanaan fungsi posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Deli Serdang.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Implementas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja
Operasonal dalam Rangka Pelaksanaan Fungs Posyandu di Dinas

Pemberdayaan M asyarakat dan Desa K abupaten Deli Serdang”.

B. Rumusan M asalah

Masalah merupakan bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian dimana
penulis mengajukan pertanyaan terhadap dirinya tentang hal-hal yang akan dicari
jawabnya melalui kegiatan penelitian (Arikunto, 2002:47). Berkaitan dengan
uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut, yakni: Bagaimana Implementasi dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan
Kelompok Kerja Operasional dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Posyandu di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan



Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan
Terpadu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang.

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pos Pelayanan Terpadu di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara subyektif, penelitian ini bermanfaat untuk melatih,
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah,
sistematis dan metodologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru
dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan bagi instansi terkait dan masyarakat khususnya ditempat
penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus melaksanakan
kewajibannya.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi
kepustakaan departemen ilmu administrasi negara dan bagi kalangan

penulis lain yang ingin meneliti hal yang sama



D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan adalah secara sistematis, dan konsisten.

Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secarateratur dan sistematis, maka

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang

lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB |1

BAB IV

: PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

: URAIAN TEORITIS

Terdiri dari : Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik,
Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan,
Pengertian Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional

Pembinaan Posyandu, Pengertian Posyandu.

: METODE PENELITIAN

Terdiri dari : Metode Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi
Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data,

Teknik Analisis Data.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari : Penyagjian Data dan Analisis Data



BABV : PENUTUP

Terdiri dari : Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB Il

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan
penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel

atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Penelitian akan mengemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan
penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan
penelitian mencapai tujuan yang hendak dicapai. Teori-teori ini akan menjadi

landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti meliputi:

A. Konsep Kebijakan Publik
1. Pengertian K ebijakan

Menurut Friedrich (2007:173) menyatakan kebijakan adalah serangkaian
konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau
pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-
hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka
mencapai tujuan tertentu.

William N Dunn (2003:17) menyatakan, kebijakan adalah suatu daftar
pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat
pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan,
kesgjahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Sedangkan menurut Dye (2007:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang

dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus
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dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi
pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang
besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan
persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang di untungkan dan
ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam
menetapkan suatu kebijakan. Jadi, secara garis besar kebijakan adalah rangkaian
konsep dan asa yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam suatu pekerja,
kepemimpinan dan cara bertindak.
2. Pengertian K ebijakan Publik

Menurut William N Dunn (2003:21), kebijakan publik adalah rangkaian
pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat
pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti
pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat,
kriminalitas perkotaan dan lain-lain.

Anderson dan Subarsono (2005:17) memberikan batasan bahwa kebijakan
publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Sedangkan menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi
pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang
mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam
masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa
kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan atas

keputusan-keputusan yang berdasarkan dengan kemana arah dan kecepatan
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perubahan yang terjadi di masyarakat. Dari beberapa definisi kebijakan publik di
atas, dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan:
1) Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang
(pemerintah);
2) Berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara
matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan;
3) Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
4) Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk
siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana?
B. Konsep Implementas K ebijakan
1. Pengertian Implementas

Menurut Lineberry dalam Putra (2003:81) menyatakan implementasi adalah
tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta yang diarahkan
pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan
kebijakan.

Menurut Subarsono (2005:87) implementasi atau pelaksanaan merupakan
kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan.
Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers
bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam implementasinya
Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan
baik bersifat individual maupun kelompok atau ingtitusi. |mplementasi dari suatu

program melibatkan upaya-upaya policy makers mempengaruhi perilaku birokrat
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pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok
sasaran.

Wahab (2004:68) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan
keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting
atau  keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas
tujuan/sasaran yang ingin  dicapai, dan berbaga cara  untuk
menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

2. Pengertian Implementas K ebijakan

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai to
provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan
sesuatu); to give pratical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap
sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu

kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Winarno (2002:29) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah bagian
dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian
tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan

agenda, formulasi kebijakan, adops kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Sedangkan menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak

lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada
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dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam

bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan

dari kebijakan publik tersebut.

3. Faktor-faktor Penghambat dalam Implementas K ebijakan

b.

a lsuKebijakan

1) Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan,
maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana
sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan
terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

2) Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari  kebijakan
yang akan dilaksanakan.

3) Kebijakan yang akan di implementasikan dapat juga menunjukan
adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

4) Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan
dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber
daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau danadan
tenaga manusia

Informasi

Implementasi kebijakan mengasumsikan bahwa para pemegang peran

yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat

berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini

justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
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c. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada
pengimplementasinyatidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan
tersebut.

d. Pembagian Potensi
Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan
publik, juga ditemukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku
yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan
diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi
pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian
wewenang dan tanggung jawab kurang di sesuaikan dengan pembagian
tugastugas atau di tandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang
kurang jelas. Semua kebijakan publik akan menjadi efektif apabila
dilakukan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota
masyarakat.
Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota
masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau
negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai
dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik

tidaklah efektif.
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4. Faktor-faktor Pendukung dalam I mplementas K ebijakan

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksanaan

J.

K.

tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-
hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang
cukup memadai.

Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
Kebijakan yang akan di implementasikan didasarkan oleh suatu
hubungan.

Kualitas yang handal.

Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya.

Hubungan saling ketergantungan kecil.

Pemahaman yang mendalami dan kecepatan terhadap tujuan.
Tugas-tugas di perinci dan ditempatkan kepada urutan yang tepat.
Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.

Dengan demikian, Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
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C. Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan

Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat, yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan

kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Pemerintah sebagai aparatur
negara menyediakan bantuan atau dukungan berupa fasilitasi, bimbingan teknis,
pemenuhan sarana/prasarana dasar, seperti: bantuan vaksin, obat-obatan, dacin,
sarung timbangan, dan sebagainya. Dengan pengertian sebagai berikut, maka
fungsi pembinaan dari pemerintah terhadap Posyandu pada hakekatnya tetap ada.
Dengan adanya fungsi pembinaan dari pemerintah tersebut perlu dikoordinasikan
dan diorganisasikan, maka Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2007 menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Operasional
(Pokjanal) Pembinaan Posyandu. Fungsi pembinaan tersebut meliputi 3 (tiga)
aspek, yaitu aspek program, aspek kelembagaan dan aspek personil atau sumber

daya manusia pengelola Posyandu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 ini menyatakan
bahwa Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang
selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan

fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan
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Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Sementara yang berkedudukan di desa/kelurahan disebut sebagai Pokja Posyandu.

Tujuan pengorganisasian pokjanal posyandu adalah untuk mengkoordinasikan
berbagai upaya pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja
posyandu, yang secara operasional dilaksanakan oleh unit atau kelompok
pengelola Posyandu di desa’kelurahan, melalui mekanisme pembinaan secara

berjenjang oleh Pokjanal Posyandu di daerah.

1. Pembentukan Pokjanal Posyandu

Pembentukan organisasi pokjanal posyandu diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah daerah masing-masing sebagaimana tercantum dalam bab

Il pasal 3, yaitu:

a. Pokjanal Posyandu Pusat berkedudukan di Pusat, provins,
kabupaten/kota, dan kecamatan.

b. Pokjanal Posyandu provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

c. Pokjanal Posyandu dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

d. Pokjanal Posyandu Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.

e. Pokja Posyandu desalkelurahan dibentuk dengan Keputusan

Desal/L.urah.

Dalam proses pembentukannya, pokjanal posyandu dibentuk dengan

menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) musyawarah mufakat;



2)
3)

4)

5)

6)
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struktur organisasi ramping, sedehana, dan kaya fungsi.

Kesetaraan,

Keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing
unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam
pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu; dan

Mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi.

Memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1),

pokjanal posyandu kabupaten/kota mempunyai tugas:

a)

b)

d)

menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupatern/kota tentang
keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan program Posyandu;

menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada
instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;

menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan
pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan
lokal;

menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-
sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan
evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan

terjadwal;
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f) memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong,
dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;

g) mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;

h) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dan Ketua

Pokjanal Posyandu provinsi.

Adapun fungsi Pokjanal/Pokja Posyandu sebagaimana tercantum dalam

Permendagri No. 54 Tahun 2007 pasal 10, yaitu sebagai berikut:

a) penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;

b) pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;

c) pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan
pengembangan Posyandu;

d) peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan

€) pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

2. Kepengurusan Pokjanal Posyandu

Kepengurusan Pokjanal Posyandu berasal dari instansi/lembaga
pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat. Lembaga lainnya
tersebut antara lain Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya
Masyarakat, dan Dunia Usaha yang mempunya keterkaitan dalam

penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu.

Kepengurusan Pokja Posyandu di desa/kelurahan terdiri dari kepala desa,
perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan

anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam
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penyelenggaraan/pengelola Posyandu. Adapun struktur  kepengurusan
pokjanal posyandu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2007 pada pasal 13 ayat 1 dan 2, yaitu

sebagai berikut:

a. pembing;

b. ketua

c. wakil ketua;

d. sekretaris,

e. bendaharg;

f. bidang-bidang sesuai kebutuhan:
1) bidang kelembagaan,;
2) bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
3) bidang komunikasi, informasi dan edukatif;
4) bidang sistem informasi Posyandu;
5) bidang sumberdaya manusia; dan

6) bidang bina program.

Dalam memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, maka dibentuklah

sekretariat tetap Pokjanal Posyandu di setiap tingkat pemerintahan di daerah,

sebagai berikut:

(a) Sekretariat tetap Pokjanal Posyandu pusat yang berkedudukan di

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
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(b) Sekretariat tetap Pokjanal Posyandu provinsi yang berkedudukan di
Dinas/Badarn/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan desa provinsi.

(c) Sekretariat tetap Pokjanal Posyandu kabupaten/kota yang
berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
Pemberdayaan Masyarakat.

(d) Sekretariat tetap Pokjanal Posyandu kecamatan yang berkedudukan di
Kantor Kecamatan.

(e) Sekretariat tetap Pokjanal Posyandu desa/kelurahan yang

berkedudukan di Kantor Kepala Desa/L urah.

Adapun yang menjadi tugas Sekretariat Pokjanal Posyandu pusat, provinsi,

kabupaten/kota, dan kecamatan, yaitu:

() melakukan  peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal
(SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan
administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;

(b) membantu  sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan
operasonal  pengelolaan  program/kegiatan  pembinaan  dan
pengembangan Posyandu.

(c) menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu
sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada
Pokjanal Posyandu.

(d) menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan

pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan.
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(e) menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua
Pokjanal Posyandu.

3. Pembiayaan Pokjanal Posyandu

Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari APBN, APBD
Provinsi, APBD Kab/Kota, APBDes dan sumber-sumber dana lainnya yang sah

dan tidak mengikat. Dana tersebut digunakan untuk:

a. Biayaoperasional kesekretariatan/sekretariat tetap;

b. Biayaoperasional pembinaan, supervisi, bimbingan teknis;

c. Biaya operasional penyelenggaraan Posyandu, seperti pengadaan KMS,
Dacin, obat-obatan, vaksin, dan sebagainya;

d. Dukungan biaya operasional kader, dan sebagainya.

D. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

1. Pengertian Posyandu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011, Pos
Pelayanan Terpadu yang selanjutnya Posyandu merupakan salah satu bentuk
Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan
diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat
dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh
pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu

dan bayi.
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Posyandu merupakan forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan
kesehatan masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai
strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini (Kemenkes R,

2011).

Adapun yang menjadi tujuan dari dibentuknya posyandu terbagi dalam

dua bagian, yaitu:

1. Tujuan umum adalah menunjang percepatan penurunan angka
kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia
melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan khusus posyandu adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI
dan AKB.

b. Meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan
posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

c. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar,
terutamayang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

1. Jenis-Jenis Posyandu

Strata atau tingkat perkembangan posyandu dapat dilihat pada pola
pembinaan posyandu yang dikenal dengan telaah kemandirian posyandu
(Depkes 1995, dikutip dalam Nain 2008) yaitu semua posyandu di data tingkat

pencapaiannya dari segi pengorganisasian dan pencapaian programnya. Strata
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posyandu dari terendah sampai tertinggi (Hasan basri dan Saripawan 2007;

Nain 2008; Sembiring 2004) sebagai berikut:

A. Posyandu pratama (warna merah)

Posyandu tingkat pratama adalah posyandu yang masih belum mantap,
kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifnya terbatas. Keadaan
ini dinilai ‘gawat’ sehingga intervensinya adalah pelatihan kader ulang.

Artinya kader yang ada perlu ditambah dan dilakukan pelatihan dasar lagi.

B. Posyandu madya (warna kuning)

Posyandu pada tingkat madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih
dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih.
Akan tetapi cakupan program utamanya (KB, KIA, Gizi, dan Imunisasi) masih
rendah yaitu kurang dari 50%. Ini berarti, kelestarian posyandu sudah baik
tetapi masih rendah cakupannya. Intervensi untuk posyandu madya ada 2

yaitu:

a. Pelatihan Toma dengan modul eskalasi posyandu yang sekarang sudah
dilengkapi dengan metoda smulasi.

b. Penggarapan dengan pendekatan PKMD (SMD dan MMD) untuk
menentukan masalah dan mencari penyelesaiannya, termasuk menentukan

program tambahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
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C. Posyandu purnama (warna hijau

Posyandu pada tingkat purnama adalah posyandu yang frekuensinya lebih
dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih, dan
cakupan 5 program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dari 50%.
Sudah ada program tambahan, bahkan mungkin sudah ada Dana Sehat yang

masih sederhana. Intervensi pada posyandu di tingkat ini adalah:

a. Penggarapan dengan pendekatan PKMD untuk mengarahkan masyarakat
menentukan sendiri pengembangan program diposyandu.

b. Pelatihan Dana Sehat, agar di desa tersebut dapat tumbuh Dana Sehat yang
kuat dengan cakupan anggotaminimal 50% KK atau lebih.

D. Posyandu mandiri (warna biru)

Posyandu ini berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur,
cakupan 5 program utama sudah bagus, ada program tambahan dan Dana
Sehat telah menjangkau lebih dari 50% KK. Intervensinya adalah pembinaan
Dana Sehat, yaitu diarahkan agar Dana Sehat tersebut menggunakan prinsip

JPKM.

2. Manfaat Posyandu

1. Bagi Masyarakat

a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan
kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

b. Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah

kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak.
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c. Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan terpadu kesehatan dan sektor
lain terkait.

2. Bagi kader, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat

a. Mendapatkan informasi terdahulu tentang upaya kesehatan yang terkait
dengan penurunan AKI dan AKB.

b. Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat
menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI dan
AKB.

3. Bagi Puskesmas

a. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan
berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan
kesehatan strata pertama.

b. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah
kesehatan sesuai kondisi setempat.

c. Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui pemberian
pelayanan secara terpadul.

4. Bagi sektor lain

a. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah
sektor terkait, utamanya yang terkait dengan upaya penurunan AKI dan
AKB sesuai kondisi setempat.

b. Meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu

sesuai dengan tupoksi masing-masing sektor.
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3. Penyelenggaraan/Pengelolaan Posyandu

Kedudukan posyandu terhadap kelompok kerja operasional (pokjanal)
adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek

administratif, keuangan, dan program dari Pokjanal Posyandu.

A. Waktu Penyelenggaraan

Posyandu buka satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu yang dipilih,
sesuali dengan hasil kesepakatan. Apabila diperlukan, hari buka Posyandu

dapat lebih dari satu kali dalam sebulan.

B. Tempat Penyelenggaraan

Tempat penyelenggaraan kegiatan Posyandu sebaiknya berada pada lokasi
yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Tempat penyelenggaraan tersebut
dapat di salah satu rumah warga, halaman rumah, balai desa’kelurahan,
balar RW/RT/dusun, salah satu kios di pasar, salah satu ruangan
perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh

masyarakat.

C. Kegiatan dalam Penyelenggaraan Posyandu

Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan digerakkan oleh Kader
Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait.
Pada saat penyelenggaraan Posyandu minimal jumlah kader adalah 5
(lima) orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah langkah yang dilaksanakan

oleh Posyandu, yakni yang mengacu pada sistem 5 langkah. Kegiatan yang
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langkah serta para penanggung jawab

pelak sanaannya secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

Langkah Kegiatan Pelaksana

Pertama Pendaftaran Kader

Kedua Penimbangan Kader

Ketiga Pengisian KMS Kader

Keempat Penyuluhan Kader

Kelima Pelayanan Kesehatan Kader atau
kader bersama
petugas
kesehatan

Tabel 2.1 Tabel kegiatan dalam penyelenggaraan posyandu (pedoman umum

D.

Pembiayaan, = Pemanfaatan,

pengelolaan posyandu)

Penyelenggaraan/Pengelolaan Posyandu

1)
2)

3)

dan  Pengelolaan

Dana dalam

Sumber biaya atau pembiayaan Posyandu berasal dari berbagai sumber,

antaralain:

Masyarakat;

luran pengguna/pengunjung Posyandu.

luran dalam masyarakat umum dalam bentuk dana sehat.

Sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat.



30

4) Sumber dana sosial lainnya, misal dana sosial keagamaan, zakat, infaqg,

sodagoh (Z195), kolekte, punia paramitha, dan sebagainya.

Apabila Forum Peduli Kesehatan Kecamatan telah terbentuk, upaya
pengumpulan dana dari masyarakat ini seyogyanya dikoordinir oleh Forum Peduli

Kesehatan Kecamatan.

b. Swasta/Dunia Usaha

Peran aktif swasta/dunia usaha juga diharapkan dapat menunjang pembiayaan
Posyandu. Misalnya dengan menjadikan Posyandu sebagai anak angkat
perusahaan. Bantuan yang diberikan dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau

tenaga, yakni sebagai sukarelawan Posyandu.

c. Hasil Usaha

Pengurus dan kader Posyandu dapat melakukan usaha yang hasilnya
disumbangkan untuk biaya pengelolaan Posyandu. Contoh kegiatan usaha yang

dilakukan antaralain:

1) Kelompok Usaha Bersama (KUB)
2) Hasil karya kader Posyandu, misalnya kerajinan, Taman Obat Keluarga
(TOGA).

d. Pemerintah

Bantuan dari pemerintah terutama diharapkan pada tahap awal pembentukan,

yakni berupa dana stimulan atau bantuan lainnya dalam bentuk sarana dan
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prasarana Posyandu yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD

Kabupaten/Kota, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana

a. Pemanfaatan Dana

Dana yang diperoleh Posyandu, digunakan untuk membiayai kegiatan

Posyandu, antara lain dalam bentuk:

1) Biayaoperasional Posyandu.

2) Biayapenyediaan PMT.

3) Pengganti biaya perjalanan kader.

4) Modal usaha KUB.

5) Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan.

b. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana dilakukan oleh pengurus Posyandu. Dana harus
disimpan di tempat yang aman dan jika mungkin mendatangkan hasil. Untuk
keperluan biaya rutin disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader yang
ditunjuk. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dan dikelola secara

bertanggung jawab.
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BAB |1
METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendlitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis
penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam
penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut,
sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses

analisis data.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian
pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang tampak atau sebagaimana

adanya.

Data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan
nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial yang menyebabkan perilaku manusia itu
sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat
diamati orang orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data
sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam
bentuk simbol-simbol atau bilangan (tidak di transformasikan menjadi angka atau

rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).



B. Kerangka Konsep

KEBIJAKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA OPERASIONAL
(POKJANAL) PEMBINAAN
POSY ANDU
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Konsep Implementasi
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pedoman

Feed back

Gambar 3.1 (kerangka konsep)

A 4

Pembentukan Kelompok Kerja
Operasional Pembinaan
Posyandu

v

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2007

Kajian Kebijakan Pedoman Pembentukan
Kelompok Kerja Operasional yang
meliputi :

a. Adanyatujuan dan sasaran yang
ingin dicapal sesuai Permendagri
nomor 54 tahun 2007.

b. Adanyatindakan dalam
mengimplementasikan
Permendagri nomor 54 tahun 2007.

c. Adanya proses dalam pelaksanaan
fungsi posyandu.

d. Adanya sarana dan prasarana
dalam pelaksanaan fungsi
posyandul.

A 4

Terlaksananya Fungsi Posyandu antara lain :

1. Sebagai wadah pemberdayaan
masyarakat dalam alih informasi dan
keterampilan dari petugas kepada
masyarakat dalam rangka mempercepat
penurunan Angka Kematian Ibu, dan
Angka Kematian Bayi.

2. Sebagai wadah untuk mendekatkan
pelayanan kesehatan dasar, terutama
berkaitan dengan penurunan Angka
Kematian Ibu, dan Angka Kematian
Bayi.
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C. Definis Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah

dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi jelasnya, definisi konsep

dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata

yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat ditemukan

oleh orang lain kebenarannya.

1.

Kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait,
berkenaan dengan pemulihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk
mencapainya dalam situasi tertentu.

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh
badan-badan dan pejabat pemerintah.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. I mplementasi tidak hanya
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan
serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan
kegiatan.

Implementasi  Kebijakan Publik adalah proses untuk memberlakukan
kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu
yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang

tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan
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penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat,
Provinsi, Kabupaten/K ota dan Kecamatan.

6. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan
diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan

angka kematian ibu dan bayi.

D. Kategorisas

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang
disusun atas dasar pikiran, institusi, pendapatan atau kriteria tertentu. Kategorisasi
merupakan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga
diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk

analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Terlaksananya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 dengan adanya indikator
seperti  penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu,
pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu, peningkatan
kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat, dan pengembangan kemitraan

dalam pembinaan posyandu.
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2. Terlaksananya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2007 dengan adanya indikator seperti pembentukan
Pokjanal Posyandu Pusat berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan

Kecamatan.

3. Terlaksananya proses dalam pelaksanaan fungsi Posyandu dengan adanya
indikator seperti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjanal/Pokja

Posyandu dilakukan secara berjenjang.

4. Terlaksananya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi Posyandu
dengan adanya indikator seperti pembinaan dan pendanaan yang tercantum dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007.

E. Narasumber
Narasumber/informan adalah orang yang memberikan informasi. Dalam

penelitian kualitatif, penelitian melakukan wawancara yang berterus terang

artinya tidak sembunyi-sembunyi, yakni narasumber/informan penelitian yang
mengetahui betul untuk kepentingan apainformasi yang ia berikan.

Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu:

1. Tiga orang dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:
Kabid Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang yaitu Ibu Darnisyah Siregar, SH, Kasi Pelayanan
Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

yaitu Bapak Jaingot Sinambela S.Sos M.AP, dan Kepala Seksi Pemberdayaan
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dan Kesgjahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang yaitu Ibu Karina Ria Purba, SH.
2. Duaorang dari masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan Posyandu di
Kabupaten Deli Serdang yaitu Ibu Aida Harahap dan Ibu Eva Sembiring.
F. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan teknik pengumpulan data
dengan dua cara, yakni:
1. DataPrimer
Y aitu data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, langkah
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan
pertanyaan-pertanyaan terhadap responden yang berhubungan dalam
penelitian.
Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatapan muka mendengarkan
secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

2. Data Sekunder

Y aitu pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang ada

yang diteliti dan diperoleh dari buku, untuk mendukung penelitian ini.

Penelitian  Kepustakaan (Library Research), dengan penelitian
keperpustakaan ini dimaksudkan usaha mempelagjari buku-buku, majalah,
bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan

dengan masalah yang diteliti.



38

G. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:337) mengemukakan bahwa
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis
data, yaitu reduksi data, penygjian data, dan kesimpulan data/verifikasi. Model
yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini adalah model interaktif.

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut.

Kesimpulan:

Gambaran/Verifikasi

Gambar 3.2 : Komponen dalam analisis data (model interaktif)

H. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak awal bulan Februari sampai awal Maret,
sehingga waktu yang digunakan penelitian adalah satu bulan.

|. Deskrips Lokas Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Deli Serdang.
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1. Sgjarah Singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Deli Serdang

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli
Serdang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 038
Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli
Serdang.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
diuraikan bahwa SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Deli Serdang adalah merupakan unsur penunjang pelaksanaan Pemerintah Daerah
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten serta mempunyai tugas
pokok menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. Vis dan Mis Dinas Pemberdayaan M asyarakat dan Desa K abupaten Déeli
Serdang
Adapun visi dan misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Deli Serdang adalah sebagai berikut:
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aVis

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
adalah Terwujudnya Desa yang Mandiri dan Berdaya Saing.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Deli Serdang tersebut ditetapkan Misi
Kabupaten Deli Serdang, yaitu:
1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2) Pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berwawasan
lingkungan.
3) Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
4) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, peran sosial kemasyarakatan dan
budaya daerah.
5) Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah, profesionalisme aparatur dan
supremasi hukum.
3. Gambaran Umum Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang
a. Letak Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa K abupaten Déeli
Serdang

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang di
J. Mawar No0.10 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Kode Pos. 20517

Sumatera Utara, Indonesia.
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4. Struktur Organisas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang
Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian

dan pembatasan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam
suatu organisasi untuk mencapal tujuan setiagp bagian dan tujuan organisasi itu
dengan cara yang efektif. Struktur organisasi ini mengandung unsur-unsur
spesialisas kerja. Berikut uraian struktur organisasi dan kemudian menyajikan
dalam bentuk bagan.
a. Susunan Struktur Organisas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang
1) Kepala Dinas (Eselon 11.b)
2) Sekretaris (Eselon 111.a)

(a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.a)

(b) Kasubbag Perencanaan (Eselon IV.a)

(c) Kasubbag Keuangan (Eselon 1V .a)
3) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas
Masyarakat (Eselon 111.b)

(a) Kasi Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Es. IV.a)

(b) Kas Pengelolaan Data dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (Es.

1V.q)

(c) Kasi Perencanaan dan Pembangunan Partisipasi (Es. IV.a)
4) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan (Es. I11.b)

(a) Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes (Es. 1V .a)
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(b) Kasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) (Es. I1V.a)

(c) Kasi Pembangunan Kawasan Pedesaan (Es. 1V .a)
5) Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar (Es. 111.b)

(a) Kasi Pemberdayaan dan Kesgjahteraan Keluarga (Es. 1V.a)

(b) Kasi Pelayanan Dasar (Es. 1V.a)

(c) Kasi Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa (Es. 1V.a)
6) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (Es. 111.b)

(d) Kasi Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Es.

1V.q)

(b) Kasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD (Es.

1V.q)

(c) Kasi Keuangan dan Aset Desa (Es. 1V.a)

Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pemberdayaan Masyarakat adalah sebanyak 34 orang yang terdiri dari:

a. Komposisi berdasarkan Jabatan, yaitu:

1) Pejabat Struktural Eselon11.b : 1 orang
2) Pgjabat Struktural Eselon 11l.a : 1 orang
3) Pgjabat Struktural Eselon [11.b . 4 orang
4) Pegjabat Struktural Eselon1V.a : 15 orang
5) Staf (Fungsional Umum) : 13 orang

dumlah .............cooeeievei .. 2 34 0rang
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b. Komposisi berdasarkan strata pendidikan, yaitu:

1) SLTP : 0 orang
2) SLTA : 8 orang
3) Sarjana Muda . - orang
4) Sarjana : 23 orang
5) Pasca Sarjana : 3orang
6) Doctoral . - orang
Jumlah................cooevee e, 1 34 0rang
c. Komposisi berdasarkan Golongan, yaitu:
1) Golongan IV : 4 orang
2) Golongan I11 : 27 orang
3) Golongan |1 : 3orang
4) Golongan | . - orang
Jumlah................cooevee . 1 34 0rang

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2017

Dinas Pemberdayaan M asyarakat dan Desa K abupaten Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang

a. Kepala Dinas

5. Tugas Pokok dan Fungs Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.Tugas Pokok Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Deli Serdang yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah

dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kesekretariatan,
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Bina Pemerintahan Desa, Pelayanan Sosial Dasar, Pembangunan Kawasan
dan Ekonomi Pedesaan serta Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas
Masyarakat.

2. Fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang vyaitu di bidang Perumusan, Perencanaan, Pembinaan,
Pengkoordinasian dan Pengendalian Kebijakan Teknis dalam Bidang Bina
Pemerintahan Desa, Pelayanan Sosial Dasar, Pengembangan Kawasan dan
Ekonomi Pedesaan serta Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas
Masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembinaan Kelompok
Jabatan Struktural. Dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesual dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
mempunyai tugas dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

a) Menetapkan Program Kerjadi Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa,
Pelayanan Sosial Dasar, Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan serta
Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas M asyarakat.

b) Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait Pelaksanaan Tugas-Tugas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

c) Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan yang
meliputi Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Perencanaan

Program.
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d) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan
Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

b. Sekretaris

1) Tugas Pokok Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
Perumusan Rencana Program dan Kegiatan, Mengkoordinasikan Urusan
Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Program,
Evaluasi dan Pelaporan serta Monitoring.

2) Fungsi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Deli Serdang vyaitu Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
Kesekretariatan. Perumusan Kebijakan, Pedoman, Standarisasi, Pembinaan
dan Pengendalian Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan serta
Perencanaan Program. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Program dan
Kegiatan di setiap Bidang sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Pengelolaan
urusan Administrass Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Penyusunan
Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

a) Merumuskan Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Sekretariat meliputi
Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan serta Perencanaan Program.

b) Menyusun bahan Kebijakan, Pedoman, Pelayanan Administrasi Umum,

Kepegawaian, Keuangan, Program, serta Evaluasi dan Pelaporan.
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¢) Merumuskan Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang
secara terpadu.

d) Mengendalikan Urusan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan,
Penyusunan Program serta Evaluasi dan Program.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan K epegawaian

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan Administrasi, Surat-
menyurat, Kearsipan, Perlengkapan Rumah Tangga Dinas, Kepustakaan,
Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Inventaris Barang dan Aset
Dinas.

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan
kegiatan sebagai berikut:

a) Menyusun Program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b) Melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Administrass Umum dan
Kepegawaian.

¢) Melaksanakan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Dinas.

d) Melaksanakan Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan.

€) Melaksanakan Penyusunan Rencana K ebutuhan barang Dinas.

d) Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan

1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu
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Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan Rencana Anggaran,
Program, dan Kegiatan.

2) Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan
kegiatan sebagai berikut:

a) Menyusun program kerja pada Sub Bagian Program dan Perencanaan.

b) Melakukan evaluasi terhadap program kerja dinas sebagai bahan penyusuna
laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

c) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa.

d) Mengolah dan Menganalisa data sebagai bahan pedoman dalam penyusunan
program kerja dan kegiatan dinas.

€) Merekapitulasi dan memverifikasi daftar usulan program kegiatan dari

masing-masing bidang dan unit pelaksana teknis.

€) Kepala Sub Bagian K euangan

1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Sekretaris
dalam melaksanakan Penatausahaan, Pengelolaan Keuangan, Evaluasi dan
Pelaporan.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

a) Menyusun program kerja pada Sub Bagian Keuangan.
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b) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan.

c) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan periode bulanan, triwulan,
semester, dan tahunan secara berkala

d) Memverifikasi dokumendan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran
keuangan.

€) Menyiapkan data perhitungan anggaran dan belanja dinas.

f) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Sub Bagian
Keuangan.

g) Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan Kasubbag
Keuangan dan L aporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

f) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

1) Tugas Pokok Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Melaksanakan Tugas
Pemberdayaan dan Bina Pemerintahan Desa.

2) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:

a) Merumuskan Program Kerja Kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Keuangan, dan Aset Desa serta
Pengembangan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa.

b) Menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang Tata Kerja Pemerintah

Desa
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¢) Menyusun Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

d) Membina Desa, Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)

g) Kepala Seks Penataan Administrass dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Deli Serdang yaitu Membantu Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa di
bidang Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2) Kepala Seksi Penataan Adiministrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyusun Program Kerja Seksi Administrasi Desa dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

b) Menyiapkan bahan pembuatan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penataan
Administrasi Desa dan Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

¢) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Penataan
Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

d) Menyiapkan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
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h. Kepala Seks Keuangan dan Aset Desa

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala
Bidang Bina Pemerintahan Desa di bidang Keuangan dan Aset Desa.

2) Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyusun Program Kerja Seksi Keuangan dan Aset Desa.

b) Menyiapkan bahan pembuatan Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang
Keuangan dan Aset Desa

c) Memverifikasi data/lberkas Usulan Pencairan Dana Desa (APBN), Alokasi
Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Perdes
APBDes).

d) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Keuangan
dan Aset Desa.

€) Menyiapkan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

i. Kepala Seks Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan
BPD

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang yaitu Membantu Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa di bidang
Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD).
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2) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai
tugas sebagai berikut:

a) Menyusun Program Kerja Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa dan BPD.

b) Menyiapkan bahan pembuatan Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang
Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.

c) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kkegiatan Seksi
Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.

d) Menyiapkan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan
BPD.

. Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar

1) Tugas Pokok Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Melaksanakan Tugas
Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pelayanan Sosial Dasar.

2) Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan M asyarakat
dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:

a) Penyiapan rumusan Program Kerja di bidang Pelayanan Sosial Dasar.

b) Penyusunan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan program Pelayanan
Sosial Dasar.

c) Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta

pengaturan teknis dalam bidang Pelayanan Sosial Dasar.
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d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Tim Penggerak PKK
Kabupaten tentang Pemberdayaan dan Kesegjahteraan Keluarga Pelayanan
Dasar dan adat kearifan lokal masyarakat Desa.

€) Melaksanakan validasi data Desa Binaan PKK, Pelayanan Dasar (Kesehatan,
Pendidikan dan KB) di Posyandu dan Lembaga Adat, adat istiadat, dan
kearifan lokal desa

k. Kepala Seks Pemberdayaan dan K esgahteraan K eluarga

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesgjahteraan Keluarga
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu
Membantu Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar di bidang bidang
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

2) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesgjahteraan Keluarga Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai
tugas sebagai berikut:

a) Menyusun Rencana Kerja bidang Pemberdayaan dan Kesegjahteraan
Keluarga

b) Melaksanakan inventarisasi, verifikasi usulan Desa calon lokasi desa Binaan
Percontohan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Kategori Tertib
Administrasi PKK.

¢) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian desa binaan Percontohan
Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Kategori Tertib Administrasi PKK

Tingkat Kabupaten Deli Serdang.
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d) Mempersigpkan desa juara Percontohan Pelaksanaan 10 Program Pokok
PKK Kategori Tertib Administrass PKK dalam rangka monitoring dan
evaluasi dan penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

€) Mempersiapkan Pelaksanaan Rapat Konsultasi PKK, Jambore Kader PKK
dan Kegiatan Ibu Religius dan Sehat Indah Gaya Aktif dan Panutan (SIGAP).

|. Kepala Seks Pelayanan Dasar

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pelayanan Dasar Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala
Bidang Pelayanan Sosial Dasar di bidang Pelayanan Dasar.

2) Kepala Seksi Pelayanan Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyusun Program Kerja di bidang Pelayanan Dasar.

b) Melaksanakan inventarisasi, verifikasi data pelaksanaan kegiatan Pelayanan
Dasar (Kesehatan dan Pendidikan) di posyandu, nama desa, calon lokasi desa
binaan Program Terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat
dan sgjahtera (PT. P2W-KSS) dan calon peserta pelatihan dasar dan lanjutan
PT. P2W-KSS.

¢) Melaksanakan Penyusunan Data kegiatan Pelayanan Dasar (Kesehatan dan
Pendidikan) di Posyandu.

d) Melaksanakan survey calon desa binaan program terpadu peningkatan peran
wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (PT. P2W-KSS).

€) Mempersiapkan bahan penyusunan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar (Kesehatan dan Pendidikan) di posyandu, penetapan desa
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binaan Program Terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat
dan sgjahtera (PT. P2W-KSS) dan pelatihan dasar dan lanjutan PT. P2W-
KSS.

f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan dasar (kesehatan dan
pendidikan) di posyandu.

m. Kepala Seks Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa

1. Tugas Pokok Kepala Seksi Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu
Membantu Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar di bidang adat dan
kearifan lokal masyarakat desa.

2. Kepala Seksi Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai
tugas sebagai berikut:

a) Menyusun Renja bidang Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa.

b) Menginventarisasi lembaga adat dan jenis kearifan lokal masyarakat desa
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

¢) Melaksanakan penyuluhan kepada lembaga adat yang ada di desa dalam
rangka pelestarian adat istiadat masyarakat desa

d) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan lembaga adat yang ada di
desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat masyarakat desa.

€) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang

tugasnya.
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n. K epala Bidang Pembangunan K awasan dan Ekonomi Pedesaan

1) Tugas Pokok Kepala Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi
Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang yaitu Melaksanakan Tugas Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan.

2) Kepala Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pembangunan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Penyigpan bahan perumusan kebijakan dalam bidang Pembangunan
Kawasan Pedesaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes serta
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

b) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang
Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan
BUMDes serta Pemanfataan Teknologi Tepat Guna (TTG).

¢) Menyusun Program Kerja Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi
Pedesaan.

d) Menata Potensi Desa dalam rangka Pembangunan Kawasan Pedesaan.

€) Melaksanakan supervisi dalam bidang Perencanaan Pembangunan Kawasan
dan Ekonomi Pedesaan.

0. Kepala Seks Pembangunan K awasan Pedesaan

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Pedessan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu
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Membantu Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan
di bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan.

2) Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai
berikut:

a) Menyusun Program Kerja dalam Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan.

b) Menyusun Petunjuk Teknis dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan.

c) Menyiapkan Bahan-bahan Koordinasi dalam Pembangunan Kawasan
Pedesaan.

d) Menyiapkan Data Potensi Desa dalam rangka Pembangunan Kawasan
Pedesaan.

€) Menyusun Identifikasi kebutuhan Sarana dan Prasarana Pedesaan.

) Menyiapkan monitoring Pembangunan Kawasan Pedesaan.

p. Kepala Seks Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUM Des

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi Desa dan
BUMDes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang yaitu Membantu Kabid Pengembangan Kawasan dan Ekonomi
Pedesaan di bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes.

2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai
tugas sebagai berikut:

a) Menyusun Program Kerja Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan

BUMDes.
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b) Menyusun bahan-bahan koordinasi guna Pengembangan Usaha Ekonomi
Desa

¢) Memfasilitasi Pembentukan BUMDes.

d) Menginvertarisasikan L aporan dan Permasalahan BUMDes.

€) Menyiapkan bahan koordinas dengan instansi terkait dalam upaya
memfasilitasi Pengembangan Pasar Desa.

g. Kepala Seks Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu
Membantu Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan
di bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

2) Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai
tugas sebagai berikut:

a) Menyusun Program Kerja pada Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
(TTG).

b) Memfasilitass Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan
(Posyantekdes).

¢) Menginventarisir alat-alat Teknologi Tepat Guna (TTG).

d) Menyiapkan kegiatan Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG).

€) Mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan alat-alat Teknologi Tepat

Guna(TTG).
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r. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan K apasitas M asyar akat

1) Tugas Pokok Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas
Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang yaitu Melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

2) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan Program Kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di
bidang pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat yang
meliputi perencanaan dan pembangunan partisipatif, pendampingan desa dan
peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengolahan data dan evaluasi
perkembangan desa’kelurahan.

b) Pelaksanaan koordinasi antar bidang dan instansi terkit dalam rangka
mengoptimalkan  keberhasilan tugas di bidang pemberdayaan dan
pengembangan kapasitas masyarakat.

c) Melaksanakan pembekalan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan desa serta penyusunan RPIMDes dan RKPDes.

d) Menyelenggarakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagai upaya
peningkatan partisipasi masyarakat dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa.

s. Kepala Seks Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu
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Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas
Masyarakat di bidang perencanaan dan pembangunan partisipatif.

2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai
tugas sebagai berikut:

a) Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam
bidang perencanaan dan pembangunan partisipatif.

b) Mepersiapkan data untuk bahan koordinasi di Seksi Perencanaan dan
Pembangunan Partisipatif.

c) Mempersigpkan kegiatan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat.

d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pembangunan partisipatif.

t. Kepala Seks Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas
M asyar akat

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas
Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang yaitu Membantu Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan K apasitas
Masyarakat di bidang Pendampingan desa dan peningkatan kapasitas
masyarakat.

2) Kepala Seksi Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

mempunyai tugas yaitu:
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a) Menyusun Program Kerja dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dalam
bidang pendampingan desa dan peningkatan kapasitas masyarakat.

b) Mempersiapkan data untuk bahan koordinasi di Seksi Pendampingan Desa
dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

Cc) Mempersiagpkan kegiatan bimbingan teknigpelatihan  Pengurus
LKMD/Kelurahan atau LPM Tenaga Pendamping Desa dan Kader
Pemberdayaan Masyarakat.

d) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendampingan desa
serta kinerja Tenaga Pendamping Desa.

u. Kepala Seks Pengolahan Data dan Evaluas Perkembangan
Desa/K elurahan

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi Perkembangan
Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang yaitu Membantu Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan K apasitas
Masyarakat di bidang pengolahan data dan evaluasi perkembangan
desa’kelurahan.

2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi Perkembangan Desa/K elurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam

bidang pengolahan data dan evaluasi perkembangan desa’kelurahan.
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b) Melaksanakan fasilitasi terhadap kelompok kerja penyusunan data profil
desa dan kelurahan dalam pendataan Data Dasar Keluarga, Potensi dan
Tingkat Perkembangan Desa/K elurahan.

c) Mempersigpkan pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi  Profil
Desa/Kelurahan berbasis teknologi informasi.

d) Mempersiapkan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

€) Menyusun laporan pemeringkatan dan tingkat perkembangan desa dan

kelurahan.
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG

KEPALA DINAS

Gambar 3.3
Sekretaris
A 4 A 4 A 4
Kassubag Kasubbag Kasubbag
Umum dan Program dan Keuangan
Kepegawaian Perencanaan
A 4 A 4 A 4 A 4
K epala Bidang Bina K epala Bidang Pelayanan K epala Bidang K epala Bidang dan
Pemerintahan Desa Sosial Dasar Pembangunan Peningkatan
Kawasan dan Ekonomi K apasitas M asyar akat
Pedesaan
KepaaSeks Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
Penataan Administrasi
Pemberdayaan dan ' »|  Pembangunan »| Perencanaan dan
dan Penyelenggaraan .
. Kesgjahteraan Kawasan Pedesaan Pembangunan
Pemerintahan Desa Keluarga Partisipatif
Kepala Seks KepalaSeksu_ Kepala Seksi Kepal_a Seksi
Keuangan dan Aset Pelayanan Sosial Pengembangan_ Pendampi _ngan Desa
Dasar —  Usaha Ekonomi ™ dan Peningkatan
Desa Desa dan BUMDes Kapasitas
Masyarakat
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
Pengembangan dan Tradisi dan Pemanfaatan Kepala Seksi
Kapasitas Aparatur Kearifan Lokal | Teknologi Tepat Pengolahan Data dan
Pemerintah Desa Masyarakat Desa Guna(TTG) Ly Evaluasi
Perekembangan
DegKel




63

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pendlitian
1. Keadaan Narasumber
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap
narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan
karakteristik narasumber berdasarkan umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau
pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas
pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan implementasi tentang
pedoman pembentukan kelompok kerja operasional di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dan juga akan dianalisis secara
objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.
a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin
Narasumber dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu berjenis kelamin laki-
laki dan berjenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut:
Tabd 4.1

Distribus Narasumber Berdasar kan Jenis K eamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase
1 Laki-laki 1 20%
2 Perempuan 4 80%
Jumlah 5 orang 100%

Sumber : Data Angket 2017
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Berdasarkan Tabel 4.1 yang diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber
berasal dari jenis kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan
presentase 80%, sedangkan responden laki-laki hanya sebanyak 1 orang dengan
presentase 20%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi 2
klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu SLTA, dan S1 pada tabel 4.2 ini
berikut disgjikan presentase untuk masing-masing dari kategori tersebut:

Tabel 4.2

Distribus Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Presentase
1 SLTA 2 40%
2 S1 3 60%
Jumlah 5 orang 100%

Sumber : Data Angket 2017
Berdasarkan Tabel 4.2 yang diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber
berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SLTA dengan frekuensi sebanyak 2 orang
dengan presentase 40 persen dan tingkat S1 dengan frekuensi sebanyak 3 orang
dengan presentase 60 persen.
c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan
Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber
dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan Masyarakat

(Ibu Rumah Tangga).
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Tabel 4.3

Berikut Presentas Untuk Masing-Masing Dari K ategori

No Pekerjaan/Jabatan Frekuensi Persentase
1 Pegawai Negeri Sipil 3 60%
2 | Masyarakat (Ibu Rumah Tangga) 2 40%
Jumlah 5 orang 100%

Sumber: Data Angket 2017
Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang
memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi sebanyak 3
orang dengan presentase 60 persen, sedangkan sebagai Ibu Rumah Tangga
(masyarakat) dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan presentase 40 persen.
2. Data Hasll Wawancara
Pada bagian ini akan membahas dan menygjikan data yang diperoleh selama
penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari
narasumber yaitu: 3 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Deli Serdang, dan 2 orang dari masyarakat.
A. Hasll Wawancara Berdasarkan K ategorisas
1. Terlaksananya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam
mengimplementaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2007
Tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007

adalah untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan
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bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu).

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak J.
Sinambela yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Dasar Bidang
Pelayanan Sosial Dasar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Deli Serdang tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam
mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007,
Posyandu tetap berjalan namun Kelompok Kerja Operasional Pembinaan
Posyandu di Kabupaten Deli Serdang sendiri masih sebatas SK, belum bergerak
secara berkesinambungan dengan SKPD yang lain karena sifat ego sektoral di
tiap-tiap SKPD, sesuai dengan namanya Pos Pelayanan Terpadu yang artinya
memiliki keterpaduan dan keterkaitan dengan beberapa SKPD yang ada di
Kabupaten Deli Serdang, tiap-tigp SKPD hanya bekerja secara sendiri-sendiri
tanpa adanya kesatuan untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi,
advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Posyandu
sehingga belum dilakukan evaluasi mengenai kinerja Pembentukan Kelompok
Kerja Operasional Posyandu tersebut. Data real tentang Posyandu belum
maksimal karena data masih manual, jumlah Posyandu di Kabupaten Deli Serdang
sendiri sebanyak 1500 lebih, apabila sudah ada data valid yang bisa dipersoalkan
maka akan dilaksanakan forum rapat Kelompok Kerja Operasional Posyandu
untuk dibahas permasalahan-permasalahannya. Padahal Sekretariat Pembentukan
Kelompok Kerja Operasional terletak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, dan Kepala Dinas lah yang menjadi Sekretaris Pembentukan Kelompok
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Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang dan Satuan Tugas Administrasi

Pangkal (SATMINKAL) nya pun terletak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan lampiran Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor 411.3/6124/PMD pada tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu di Daerah,

Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota disusun dengan susunan keanggotaan sebagai

berikut:

(i) Pembina

(ii) Ketua

(iiii) Wakil Ketua|

(iv) Wakil Ketual

(v) Sekretaris

(vi) Wakil Sekretaris

(vii) Bendahara

(viii) Anggota

. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
Walikota
. Sekretaris Derah/Asisten bidang Kesra
: Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota
: Ketua TP PKK Kabupaten/Kota

Kepala Badan yang membidangi
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa

Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang
membidangi Kesehatan
. Bendahara Pada Badan Kabupaten/Kota
yang membidangi Pemberdayaan
Masyarakat
> a Kepala SKPD Kabupaten/Kotaterkait.
b. Akademisi/para ahli.

c. BUMN, BUMD, Swasta
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d. Tokoh masyarakat.

(ix) Bidang-bidang : a. Bidang Kelembagaan
b. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan
Keluarga Berencana
c. Bidang Komunikasi, Informasi dan
Edukasi
d. Bidang Sumber Daya Manusia
e. Bidang Bina Program
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Peningkatan Perekonomian M asyarakat
g. Bidang-bidang lain yang disesuaikan
dengan kearifan lokal setempat.

Sedangkan menurut Ibu Darnisyah Siregar selaku Kepala Bidang Pelayanan
Sosial Dasar Bidang Pelayanan Sosial Dasar untuk meningkatkan kualitas
pelayanan dan kinerja pelaksanaan Posyandu, pihak Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang masih mencoba untuk
merekapitulasi data Posyandu di setiap bulannya supaya merumuskan suatu
kebijakan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas walaupun tidak
didukung dengan administrasi yang baik. Dengan begitu, dengan adanya
rekapitulasi data, pastinya akan muncul persoalan, apabila didukung dengan data
yang valid dari tigp Kecamatan dan Desa. Dan Ibu Darnisyah Siregar sendiri juga
membenarkan kendala yang dihadapi berupa pengiriman data atau pengumpulan

data dari Desa belum terkumpul dengan baik secara teknis dari lapangan,
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mengalami kesulitan setigp bulannya, dan Sumber Daya Manusia nya berupa
pengiriman dokumen-dokumen masih terlambat, belum ada keterpaduan yang
maksimal baik dari Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Posyandu tetap berjalan,
Pelayanan Kesehatan jalan, PAUD ada, BKB ada tetapi tidak didukung dengan
administrasi yang baik, tanpa ketersediaan data yang valid pastinya diragukan
maka sulit untuk melakukan forum rapat mengenai Kelompok Kerja Operasional
di Kabupaten Deli Serdang sendiri.

Ibu Aida Harahap selaku masyarakat Kabupaten Deli Serdang sendiri juga
tidak pernah mendengar bahwasanya Posyandu adalah milik Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melainkan Ibu Aida Harahap mengira
Posyandu adalah milik Dinas Kesehatan. Dan diapun tidak pernah mendengar
istilah Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu yang bertujuan untuk
meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang
berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Begitu juga dengan Ibu Eva Sembiring selaku masyarakat Kabupaten Deli
Serdang, diapun juga tidak pernah mendengar istilah Kelompok Kerja
Operasional Posyandu, dia hanya membawa anaknya yang berusia 2 bulan ke
Posyandu untuk melakukan kegiatan Posyandu seperti Pendaftaran, Penimbangan,
Pengisian KMS, Penyuluhan, dan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan setiap
sebulan sekali.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional belum mencapai tujuan dan

sasaran dengan baik, dikarenakan sifat ego sektoral di tiap-tigp SKPD dan SKPD
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yang ada di Kabupaten Deli Serdang hanya bergerak secara sendiri-sendiri tanpa
adanya kerjasama kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang, yang sudah jelas bahwasanya Sekretariat Kelompok
Kerja Operasional terletak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
Kepala Dinas lah yang menjadi Sekretaris Pembentukan Kelompok Kerja
Operasional di Kabupaten Deli Serdang dan Satuan Tugas Administrasi Pangkal
(SATMINKAL) nya pun terletak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang.

2. Terlaksananya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan M enteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu, tindakan
yang dilakukan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dengan sikap dan tanggung jawab yang dilakukan
oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
serta kerjasama dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Bapak J. Sinambela sebagali Kepala Seksi Pelayanan Dasar Bidang
Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Deli Serdang menyatakan tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 yaitu sikap dan tanggung
jawab yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Deli Serdang adalah dengan menindaklanjuti surat terbitan Keputusan
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Bupati Deli Serdang Nomor 153 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Operasional, dan Kelompok Kerja Operasionalnya pun sudah di SK kan,
kemudian Keputusan tersebut disampaikan ke Kecamatan yang ada di Kabupaten
Deli Serdang untuk dibentuk Pokja Posyandu Kecamatan/Desa. Namun
sayangnya sampal saat ini, SK Pokjanal/Pokja dari Kecamatan hingga ke Desa
tidak pernah dikirimkan sehingga itulah yang membuat mengapa Kelompok Kerja
Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Deli
Serdang tidak berjalan dengan baik atau belum terimplementasikan dengan baik.

Lalu Pak JSinambela juga menambahkan, pihak Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan berbagai
lintas sektor dan lintas program terkait kegiatan Posyandu. Lembaga lintas
sektoral yang terkait dalam kegiatan pembinaan ini disebut dengan Pokjanal
(Kelompok Kerja Operasional) Posyandu yang berasal dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, SKPD KB di Provinsi Kabupaten/Kota,
Dinas Pendidikan, dan lembaga lainnya.

Dari sisi pembinaan, Pihak Dinas Kesehatan memiliki Bidan Desa untuk
penguatan Sumber Daya kegiatan Posyandu, lalu diharapkan selalu ada kunjungan
Dokter di setiap kegiatan Posyandu yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang
ini, lalu dari Dinas Pendidikan, kerjasama yang dilakukan yaitu, pihak Dinas
Pendidikan telah terintegrass PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) walaupun
belum ada data yang valid sudah berapa banyak PAUD yang di didirikan di
Kabupaten Deli Serdang, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ikut serta
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dalam lintas sektoral terkait Kelompok Kerja Operasional sebagai BKB (Bina
Keluarga Berencana) pelayanan KB dan distribusi alat kontrasepsi sesuai
tupoksinya, lalu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang sendiri membidangi tentang pembinaan Lembaga Posyandu termasuk
Pemerintahan Desa dan PKK karena diharapkan memberi dukungan dari
Pemerintahan Desa dan PKK itu sendiri untuk menjadi penanggung jawab
operasonal Posyandu untuk disepakati bersama tim penggerak Desa, karena
mengacu kepada namanya yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) jadi banyak
pihak yang mempunyai kegiatan sesuai tupoksinya walaupun masih bergerak di
kegiatannya masing-masing, bukan untuk meningkatkan Pembentukan Kelompok
Kerja Operasional Pembinaan Posyandu di Kabupaten Deli Serdang.

Lalu Ibu Darnisyah Siregar sebagai Kabid Pelayanan Sosial Dasar Bidang
Pelayanan Sosial Dasar juga menambahkan, pengawasan yang dilakukan pihak
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam
menjalankan fungsi Posyandu yaitu menerima data posyandu sesuai data dari tiap
kecamatan yang dikirim, karena Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sendiri tidak akan bisa menjangkau sampai ke tingkat Desa dengan banyaknya
Desa-desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 380 Desa dan 14
Kelurahan yang berarti ada 394 Desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati mengenai SK
Pembentukan Kelompok Kerja Operasional maka seharusnya diteruskan sampai
ke tingkat Kecamatan/Desa yang disebut Pokja Posyandu, namun sampai saat ini

SK Pokjanal/Pokja Kecamatan ataupun Desa tidak pernah dikirimkan sehingga
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itulah yang membuat mengapa Pembentukan Kelompok Kerja Operasional
Posyandu di Kabupaten Deli Serdang belum terimplementasi dengan baik.
3. Terlaksananya proses dalam pelaksanaan fungs Posyandu

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan
Posyandu, menurut |bu Karina Ria Purba sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan
Kesgjahteraan Keluarga Bidang Pelayanan Sosial Dasar, proses pemantauan
dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yang dilakukan oleh
pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu
melalui tingkat Kecamatan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
hanya bisa memantau sampai ke tingkat Kecamatan dikarenakan kurangnya
jumlah personil dari Dinas sendiri untuk mengumpulkan data Posyandu di setiap
bulannya apabila sampai ke tingkat Kelurahan dan Desa dan karena banyaknya
jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang
sendiri tidak akan mampu memantau keseluruhan Posyandu.

Begitu juga dengan proses pembinaan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja
Operasional (Pokjanal) di Kabupaten Deli Serdang sendiri, menurut Bapak
J.Sinambela sebagai Kasi Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Sosial Dasar,
pembinaan langsung ke Kecamatan, lalu dari Kecamatan langsung ke Desa karena
jumlah Desa di Kabupaten Deli Serdang sendiri sebanyak 380 Desa terdiri dari 14
Kelurahan dan berarti sebanyak 394 Desa secara keseluruhan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri bekerja sama dengan Dinas

Kesehatan, Puskesmas, UPT KB di Kecamatan, UPT Pendidikan, dan PKK
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Kecamatan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ini sendiri harus dikeroyok secara
bersama-sama dan idealnya semua SKPD yang berkaitan dengan Posyandu harus
melakukan pembinaan masing-masing atau dibentuk Tim Bersama, tetapi belum
terlaksana.

Evaluas dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yang
dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang yaitu seperti yang dikatakan oleh Ibu Darnisyah Siregar sebagai Kabid
Pelayanan Sosial Dasar Bidang Pelayanan Sosial Dasar, evaluasi kegiatan
pembinaan Posyandu dilaksanakan secara berjenjang, pada tingkat Nasional
evaluas dilaksanakan setahun sekali dihadiri oleh Pokjanal Posyandu Provinsi.
Evaluas tingkat Provinsi dihadiri oleh Pokjanal Posyandu Kabupatern/Kota dan
evaluasi Kabupatern/Kota dihadiri oleh Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Ketua
Pokja Posyandu Desa/Kelurahan, yang dilaksanakan setiap 6 bulan. Namun belum
pernah terlaksana dikarenakan Kelompok Kerja Operasional Posyandu di
Kabupaten Deli Serdang masih sebatas SK.

Lalu Pak J. Sinambela menambahkan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang yaitu yang pertama,
kesulitan menghimpun data Posyandu, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa mengakui bahwa proses penghimpunan data menggunakan aplikasi
Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang baru dilaksanakan pada tahun 2014 dan
data posyandu pun belum maksimal. Hal ini dikarenakan pula dengan banyaknya
jumlah Posyandu di Kabupaten Deli Serdang sebesar 1431 posyandu dengan

berbagai tingkatan (Pratama, Madya, Purnama, Mandiri). Data Posyandu pun
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masih berupa data manual (ditulis tangan) pada lembaran-lembaran kerangka
laporan kegiatan posyandu (terlampir), dimana 1 laporan kegiatan terdiri dari 3-4
lembar. Data inilah yang selalu diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa dari 394 desa per bulannya melalui kecamatan. Pegawai bidang
Pelayanan Sosial Dasar yang hanya berjumlah sekitar 5 orang merasa kewalahan
dalam menyusun data-data Posyandu tersebut.

Data Posyandu pun sering terlambat sampai ke tangan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, hal ini disebabkan oleh keengganan struktur birokrasi yang
ada dibawah untuk mengerjakan pelaporan ini tepat waktu dengan alasan “bukan
ini aja pekerjaan”. Menurut pernyataan Bapak J. Sinambela bahwa koordinasinya
mampet di beberapa birokrasi. Lalu kedua, kurangnya koordinasi dan komunikasi,
seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa saat pengumpulan data Posyandu
sering mengalami  kemacetan yang dikarenakan oleh kurangnya koordinasi.
Seperti yang kita ketahui pula bahwa selama ini segala sesuatu yang berhubungan
dengan pelaksanaan Posyandu merupakan tugas dan tanggungjawab dari Dinas
Kesehatan, padahal ternyata kelembagaan Posyandu itu dimiliki oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai SKPD yang bertugas dalam
pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, data Posyandu sebagian
besar dimiliki oleh Dinas Kesehatan bukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri sering meminta data-
data Posyandu dari Dinas Kesehatan. Begitu pula dengan tidak didapatkannya
sosialisasi yang secara khusus untuk membahas tentang Pokjanal Posyandu baik

dari Pusat maupun Provinsi, ketika ditanyakan kepada pihak Dinas Pemberdayaan
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Masyarakat dan Desa, mereka membentuk Pokjanal Posyandu hanya dengan
berdasarkan pada pemahaman akan Permendagri nomor 54 tahun 2007 dan
Petunjuk Pelaksanaan yang ada.

Dan yang ketiga, kurangnya sumber daya, baik dari dana maupun manusia.
Permasalahan penghimpunan data posyandu yang dialami disebabkan juga karena
kurangnya pegawai yang ahli dalam mengoperaskan aplikasi Sistem Informasi
Posyandu (SIP) tadi baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Hal ini
mengakibatkan data yang dikirim dari kecamatan masih berupa data manual,
padahal seharusnya kabupaten menerima data yang sudah jadi. Hal ini berujung
pada semakin lamanya Kelompok Kerja Operasional Posyandu akan bergerak
mengadakan rapat dan menyusun rencana pembinaan. Solusi yang dilakukan yaitu
melakukan inovasi, saat ini memotivasi kader Posyandu untuk melakukan
perlombaan untuk para kader Posyandu dari Tim Penggerak PKK dan memberi
insentif kepada kader dari APBDes.

Menurut hasil wawancara diatas, adanya proses pemantauan, pembinaan, dan
evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Posyandu juga
belum terlaksana dengan baik.

4. Terlaksananya sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan Fungs

Posyandu

Implementasi  Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan
Posyandu juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung

pelaksanaan fungsi posyandu. Karena dengan melihat sarana dan prasarana yang
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ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat
menghambat pelaksanaan suatu kebijakan tersebut.

Menurut Bapak J.Sinambela pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Deli Serdang menyediakan data tentang Posyandu, jumlah kader
yang aktif/lyang ada di Posyandu, karena jumlah Kader Posyandu seharusnya 5
orang/posyandu, namun ada yang kurang bahkan lebih dan bahkan Kader
Posyandu hanya itu itu sagja, itulah yang menyebabkan pemenuhan kader tidak
terpenuhi, lalu pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga belum
menyediakan data tentang berapa yang memiliki gedung untuk Posyandu, namun
harapannya juga masih belum tercapai.

Lalu Ibu Karina Ria Purba sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan
Kesgjahteraan Keluarga Bidang Pelayanan Sosial Dasar juga menambahkan
dengan adanya sarana dan prasarana yang ada masih belum memenuhi kebutuhan
kegiatan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang ini, dengan
diharapkannya Kabupaten Deli Serdang sendiri memiliki Gedung untuk kegiatan
Posyandu namun sampai sekarang belum pernah diupayakan dari pihak
Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, karena belum pernah didirikan gedung
Posyandu untuk kegiatan Posyandu yang dilakukan setiap bulannya, tetapi kader
dan masyarakat sering menyewa gedung untuk melaksanakan kegiatan Posyandu
di tiap-tigp Desa ataupun Kelurahan. Apabila gedung Posyandu di didirikan
pastinya akan menunjang kegiatan Posyandu itu sendiri, jumlah Ibu dan Balita

yang biasanya enggan untuk datang ke Posyandu menjadi lebih rajin dan rutin
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untuk memeriksakan anaknya ke Posyandu, dengan adanya gedung Posyandu juga
bertujuan untuk menyediakan data-data kegiatan Posyandu.

Lalu Pak J. Sinambela juga menambahkan, pemanfaatan dan pengelolaan
dana yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Operasional,
pendanaan Posyandu bersumber dari keuangan Desa, tetapi teknis pengelolaannya
masih kurang dipahami oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sumber Dana Posyandu dari masyarakat (Swadaya Masyarakat), dan kalau dalam
pelaksanaan Posyandu itu sendiri, yang menyediakan semua kebutuhannya adalah
Desa bukan Dinas, dan apa yang mereka (masyarakat) butuhkan harus meminta
kepada Pemerintahan Desa

Menurut Ibu Aida Harahap dan Eva Sembiring sebagai masyarakat yang
pernah mendapatkan pelayanan Posyandu, mereka sudah merasa puas dengan
sarana dan prasarana yang telah mereka dapatkan selama mereka memeriksakan
anak mereka ke Posyandu. Namun memang benar adanya, bahwasanya di
Kabupaten Deli Serdang sendiri, belum ada fasilitas gedung Posyandu untuk
melakukan kegiatan Posyandu. Biasanya mereka melakukan kegiatan Posyandu di
rumah salah satu tetangga mereka, dan terkadang juga di rumah Pak Lurah
ataupun di lapangan.

Dengan demikian, dengan adanya sarana dan prasarana seharusnya dapat
lebih memudahkan para kader-kader Posyandu untuk melakukan kegiatan
Posyandu sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk Ibu

dan Anak Balita apabila melakukan kegiatan Posyandu.
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B. Pembahasan
Berdasarkan uraian dalam penygjian data di atas, maka dalam pembahasan
sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para
narasumber di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi
analisis data sebagai berikut:
1. Terlaksananya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam
mengimplementaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2007

Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja
Operasional Pembinaan Posyandu yaitu untuk meningkatkan koordinasi,
pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan
kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tujuan tersebut tentunya menjadi
tujuan dan sasaran yang ingin dicapa oleh pihak Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pelaksanaan fungsi

Posyandu di Kabupaten Deli Serdang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dwijowijoto (2004:158) implementasi
kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan
publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, vyaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang bahwa
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dalam rangka Pelaksanaan
Fungsi Posyandu masih belum dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan baik

sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007.

Hasil penelitian ini didukung dengan pendapat dari beberapa narasumber di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Bapak
J.Sinambela, 1bu Darnisyah Siregar dan Ibu Karina Ria Purba bahwa “Pedoman
Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal Posyandu) masih sebatas
SK dan belum pernah bergerak atau bekerja secara kesatuan dikarenakan sifat ego
sektoral di tiap-tiap SKPD dan SKPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang hanya
bergerak secara sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama kepada pihak Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, yang sudah jelas
bahwasanya Sekretariat Kelompok Kerja Operasional terletak di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Dinas lah yang menjadi
Sekretaris Pembentukan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang
dan Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) terletak di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang”. Dan belum
pernah dilakukan forum rapat mengenai Kelompok Kerja Operasional di

Kabupaten Deli Serdang.

Dapat disimpulkan bahwa Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja

Operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli



81

Serdang masih belum mampu mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional.

Hal ini dikarenakan adanya Faktor-faktor Penghambat dalam I mplementasi
Kebijakan seperti isu kebijakan, informasi, dukungan serta pembagian potensi.
Untuk dapat mengimplementasikan tujuan dan sasaran tersebut diharapkan tiap-
tiap SKPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang mengurangi sifat ego sektoral
agar dapat bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan koordinasi,
pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan

kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

2. Terlaksananya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan M enteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007

Pelaksanaan tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja
Operasional seperti sikap dan tanggung jawab, kerjasama serta pengawasan yang
dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang juga masih belum berjalan dengan baik.

Sebagaimana yang dikemukakan Lineberry dalam Putra (2003:81)
menyatakan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh
pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang

menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.
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Menurut penulis, saat melakukan penelitian terhadap beberapa narasumber
yang ada, tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Deli Serdang juga masih belum berjalan dengan baik. Hal ini
dapat dilihat dari pendapat beberapa narasumber yang ada di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Bapak J.Sinambela, Ibu
Darnisyah Siregar, dan Ibu Karina Ria Purba serta masyarakat yang ada di
Kabupaten Deli Serdang yaitu Ibu Aida Harahap dan Eva Sembiring. Tindakan
yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Deli Serdang seperti sikap dan tanggung jawab serta kerjasama bahkan
pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dalam rangka pelaksanaan fungsi Posyandu juga belum meningkatkan
pelaksanaan fungsi Posyandu di Kabupaten Deli Serdang, “dikarenakan sikap dan
tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Deli Serdang hanya dengan menindaklanjuti surat terbitan
Keputusan Bupati Nomor 153 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Operasional, kemudian Keputusan tersebut disampaikan ke Kecamatan yang ada
di Kabupaten Deli Serdang untuk dibentuk Pokja Posyandu Kecamatan/Desa.
Namun sayangnya sampai saat ini, SK Pokjanal/Pokja dari Kecamatan hingga ke
Desa tidak pernah dikirimkan sehingga itulah yang membuat mengapa Kelompok
Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten
Deli Serdang tidak berjalan dengan baik atau belum terimplementasikan dengan

baik”.
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Maka dari analisis diatas, Pembentukan Kelompok Kerja Operasional di
Kabupaten Deli Serdang masih sebatas SK, jadi belum ada sikap dan tanggung
jawab yang dilakukan mengenai Kelompok Kerja Operasional Posyandu di
Kabupaten Deli Serdang, namun pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Deli Serdang sudah bekerjasama dengan banyak pihak, yaitu dari
sisi pembinaan, Pihak Dinas Kesehatan menyediakan Bidan Desa dan penguatan
Sumber Daya, Dinas Kesehatan pun juga menyediakan kunjungan dokter, lalu
Dinas Pendidikan terintegrasi dengan PAUD namun belum ada beberapa data
yang valid berapa jumlah PAUD yang ada di Kabupaten Deli Serdang sendiri,
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak juga ikut serta dalam lintas sektoral terkait Kelompok
Kerja Operasional sebagai BKB (Bina Keluarga Berencana) pelayanan KB dan
distribusi alat kontrasepsi sesuai tupoksinya, lalu dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang sendiri membidangi tentang
pembinaan Lembaga Posyandu termasuk Pemerintahan Desa dan PKK, karena
mengacu kepada namanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) jadi banyak pihak
yang mempunyai kegiatan sesuai tupoksinya walaupun masih bergerak di
kegiatannya masing-masing, bukan untuk meningkatkan Pembentukan Kelompok
Kerja Operasional Pembinaan Posyandu di Kabupaten Deli Serdang.

Maka sudah dapat dibuktikan bahwa tindakan dalam mengimplementasikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pembentukan Kelompok Kerja Operasional belum berjalan dengan baik atau



84

belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan Kelompok Kerja Operasional
Posyandu di Kabupaten Deli Serdang masih sebatas SK.
3. Terlaksananya proses dalam Pelaksanaan Fungs Posyandu

Proses dalam pelaksanaan fungsi Posyandu di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang seperti proses pemantauan, proses
pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja
Operasional dalam rangka pelaksanaan fungsi Posyandu juga belum berjalan
dengan baik, terbukti dengan pernyataan oleh narasumber yaitu Ibu Darnisyah
Siregar, Bapak J.Sinambela dan Ibu Karina Ria Purba bahwa “proses pemantauan
dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yang dilakukan oleh
pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu
melalui tingkat Kecamatan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
hanya bisa memantau sampai ke tingkat Kecamatan dikarenakan kurangnya
jumlah personil dari Dinas sendiri untuk mengumpulkan data Posyandu di setiap
bulannya apabila sampai ke tingkat Kelurahan dan Desa dan karena banyaknya
jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang
sendiri tidak akan mampu memantau keseluruhan Posyandu”.

Begitu juga dengan proses pembinaan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja
Operasional (Pokjanal) di Kabupaten Deli Serdang sendiri, dari Kecamatan
langsung ke Desa karena jumlah Desa di Kabupaten Deli Serdang sendiri
sebanyak 380 Desa terdiri dari 14 Kelurahan dan berarti 394 Desa secara
keseluruhan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri bekerja sama

dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPT KB di Kecamatan, UPT Pendidikan,
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dan PKK Kecamatan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ini sendiri harus
dikeroyok secara bersama-sama dan idealnya semua SKPD yang berkaitan dengan
Posyandu harus melakukan pembinaan masing-masing atau dibentuk Tim
Bersama, tetapi belum terlaksana.

Evaluas dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yang
dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang yaitu evaluasi kegiatan pembinaan Posyandu dilaksanakan secara
berjenjang. Evaluasi tingkat Provinsi dihadiri oleh Pokjanal Posyandu
Kabupaten/Kota dan evaluasi Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pokjanal Posyandu
Kecamatan dan Ketua Pokja Posyandu Desa/K elurahan, yang dilaksanakan setiap
6 bulan. Namun belum pernah terlaksana dikarenakan Kelompok Kerja
Operasional Posyandu di Kabupaten Deli Serdang masih sebatas SK. Dan
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten
Deli Serdang yaitu kesulitan menghimpun data Posyandu, kurangnya koordinasi
dan komunikasi, serta kurangnya sumber daya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Subarsono (2005:87) implementasi
atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses
perencanaan program/kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk
dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil
dalam implementasinya.

Maka sudah dapat dibuktikan bahwa proses yang terjadi dalam implementasi
pedoman pembentukan kelompok kerja operasional dalam rangka pelaksanaan

fungsi Posyandu juga masih belum berjalan dengan baik dikarenakan proses
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pemantauan, proses pembinaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan
Kelompok Kerja Operasional yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang masih menemukan hambatan
seperti  kesulitan menghimpun data Posyandu, kurangnya koordinasi dan
komunikasi, serta kurangnya sumber daya.

4. Terlaksananya sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan Fungs

Posyandu

Implementasi Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional
Posyandu juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan tersebut. Karena dengan melihat sarana dan prasarana yang ada
apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat
menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahab (2005:64) implementasi
kebijakan diartikan sebagai to provide the means for carrying out (menyediakan
sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan
dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk
melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap
sesuatu tertentu.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu Bapak
J.Sinambela, 1bu Darnisyah Siregar dan Ibu Karina Ria Purba yang menyatakan
bahwa “kurang terimplementasi dengan baik sarana dan prasarana yang berada di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mengenai



87

belum tersedianya gedung posyandu dan jumlah kader aktif posyandu yang masih
kurang di tiap-tiap posyandu”.

Begitu juga dengan pendapat narasumber dari masyarakat Kabupaten Deli
Serdang, yaitu Ibu Aida Harahap dan Eva Sembiring yang membenarkan bahwa
“belum terpenuhinya sarana dan prasarana seperti belum adanya gedung untuk
pelaksanaan kegiatan Posyandu yang ada di Kabupaten Deli Serdang, sertajumlah
kader Posyandu yang hanya itu-itu saja di setiap kegiatan Posyandu, seharusnya
jumlah kader Posyandu bisa lebih bertambah untuk setiap kegiatan Posyandu agar
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk Ibu dan Anak Balita
apabila melakukan kegiatan Posyandu.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum terimplementasi dengan
baiknya sarana dan prasarana yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Deli Serdang dikarenakan masih belum tersedianya sarana
dan prasarana seperti belum pernah dibangunnya gedung untuk pelaksanaan
kegiatan Posyandu serta jumlah kader Posyandu yang semakin berkurang di setiap

kegiatan Posyandu, bukannya malah semakin bertambah.
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BAB V
PENUTUP
1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu belum
terimplementasikan dengan baik dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan
sehingga implementasi kebijakan tidak maksimal. Adapun kategorisasi yang
menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yakni:

Pertama, terlaksananya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam
mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional, belum
mencapa tujuan dan sasaran dikarenakan Pedoman Pembentukan Kelompok
Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang masih sebatas SK dikarenakan sifat
ego sektoral yang ada diantara sektor-sektor pemerintahan sehingga Kelompok
Kerja Operasional Posyandu belum pernah bergerak secara kesatuan melainkan
hanya bergerak secara sendiri-sendiri. Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa sebagai anggota dan sekretariat masih sedang mengerjakan proses
penghimpunan data Posyandu yang rencananya akan dibawa ke forum Pokjanal
untuk dibahas permasalahan-permasalahannya di tahun 2018 ini.

Kedua, terlaksananya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan

Kelompok Kerja Operasional juga belum terimplementasikan dengan baik
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dikarenakan sejak diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 153 Tahun
2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional, lalu disampaikan ke
Kecamatan untuk dibentuk Pokja Kecamatan/Desa, namun sampai saat ini SK
Pokjanal/Pokja dari Kecamatan/Desa tidak pernah dikirimkan sehingga itulah
yang menyebabkan mengapa Kelompok Kerja Operasional Posyandu belum
pernah bergerak dan melakukan evaluasi mengenai kinerja Kelompok Kerja
Operasional Posyandu tersebut.

Ketiga, terlaksananya proses dalam pelaksanaan fungsi Posyandu juga belum
berjalan dengan baik, dan terdapat beberapa hal yang mengakibatkan hambatan
dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yaitu Kesulitan
menghimpun data Posyandu, Kurangnya koordinasi dan komunikasi, dan
Kurangnya Sumber Daya.

Selain itu sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan Kebijakan
Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan
Kelompok Kerja Operasional juga belum berjalan dengan baik. Dikarenakan
masih kurangnya sarana dan prasarana yang seharusnya disediakan.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari
pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan pihak
terkait yang menjadi objek penelitian pada waktu yang akan datang.

1. Seharusnya dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada instansi-instansi yang

terkait dalam Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kabupaten Deli Serdang
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baik Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten sehingga masing-masing sektor
benar-benar memahami tugasnya.

2. Sebagai Kelompok Kerja Operasional yang terdiri dari lintas sektoral
seharusnya bisa lebih membuka diri dalam hal komunikasi dan koordinasi.
Inisiatif untuk mulai bergerak dari diri sendiri untuk menggerakkan instansi
bekerjasama dengan instansi lain sehingga proses pengumpulan data dapat
terselesaikan dengan cepat.

3. Dengan cepatnya data terkumpul, maka permasalahan-permasalahan akan cepat
pula ditemukan, Kelompok Kerja Operasional bisa segera melakukan rapat dan
menyusun rencana-rencana pembinaan di masing-masing SKPD untuk kemudian
dibuat anggarannya.

4. Mengurangi sifat ego sektoral yang ada di antara sektor-sektor Pemerintahan
sehingga Kelompok Kerja Operasional Posyandu dapat segera melaksanakan
tugas dan perannya masing-masing dengan tetap mengandalkan koordinasi dan
komunikasi.

5. Kepada seluruh staff Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang diharapkan untuk
dapat selalu bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas di lapangan maupun di

Kantor itu sendiri.
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